4.1

BAB 4
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melaksanakan PKPA sarana distribusi, maka dapat disimpulkan

bahwa :

1.

Kegiatan PKPA pada sarana distribusi dapat meningkatkan
wawasan serta pengetahuan mahasiswa program pendidikan profesi
Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker
dalam proses distribusi produk farmasi di sarana distribusi.
Kegiatan PKPA pada sarana distribusi dapat memberikan bekal
kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker mengenai
kompetensi, keterampilan, dan pengalaman untuk melaksanakan
tugas kefarmasian di sarana distribusi, sesuai dengan standar
pekerjaan kefarmasian, kode etik profesi, dan peraturan yang
berlaku.

Kegiatan PKPA pada sarana distribusi dapat memberikan
kesempatan kepada mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk
mempelajari strategi dan kegiatan kefarmasian yang berkaitan
dengan pengembangan praktis dalam bidang kefarmasian.

Kegiatan PKPA pada sarana distribusi dapat mempersiapkan
mahasiswa pendidikan profesi Apoteker untuk memasuki dunia
kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten.

Kegiatan PKPA pada sarana distribusi dapat memberi gambaran
nyata mengenai aktivitas dan tantangan yang dapat ditemui dalam

pekerjaan kefarmasian di sarana distribusi.
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4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam program PKPA di Sarana
Distribusi ini adalah perlu diadakan suatu kunjungan ke PBF sebelum
pelaksanaan diskusi kasus dengan tujuan agar mahasiswa lebih mudah dalam
membayangkan kasus yang diberikan yang mana dikaitkan dengan realita di

lapangan.
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